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Abstrak
 

[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, tujuan, pengaturan, dan permasalahan

penerapan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam kegiatan pertambangan batubara di Indonesia

serta mengetahui dampaknya terhadap investasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat

yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku,

dan wawancara dengan narasumber. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yang menjawab pokok

permasalahan, yaitu bahwa IPPKH merupakan sebuah fasilitas untuk menjembatani kepentingan investasi

dan kepentingan pelestarian hutan dimana keduanya merupakan kepentingan strategis bagi Negara yang

tidak bisa dikesampingkan salah satunya. Namun, IPPKH masih mengalami masalah dalam penerapannya

karena beberapa faktor seperti masih banyaknya perusahaan yang tidak atau belum mengajukan IPPKH,

perbedaan pemetaan, serta kepastian hukum pengaturan IPPKH. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh

faktor dari Pemerintah maupun pihak pengusaha pertambangan itu sendiri. Kondisi ini menimbulkan potensi

terganggunya investasi di bidang pertambangan batubara. Dengan demikian perlu diwujudkan penerapan

IPPKH yang efektif sehingga fungsi dan tujuan dari IPPKH untuk mengakomodir kepentingan investasi dan

pelestarian hutan dapat terlaksana secara optimal., This research aims to determine the concept, purpose,

regulations, and implementation of Borrow-to-Use Permit For Forest Area (IPPKH) on coal mining

activities in Indonesia, as well as the impact on investment climate. This research is a normative legal

research using secondary data, such as legislations, books, and interviews with experts. From this research,

it can be concluded that IPPKH is a permit to facilitate the interests of forest protection and investment

which both of them have strategic importance to Indonesiaand none of them can be ruled out. However,

IPPKH still experiencing problems in its implementation because of several factors such as; many

companies dont obtain IPPKH, differences in mapping, and legal certainty of IPPKH regulations. These

problems are caused by factors from the Government and the mining investors itself. This condition poses a

potential disruption of investment climate in coal mining. Thus, IPPKH needs an effective implementation

so that the function and the purpose of IPPKH to accommodate the interests of investment and forest

protection can be implemented optimally.]
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